
t Undar1~-Un·ang Dct.iTll"cii: Notl'.'t(J'i ';' "fc1h·Jl! rq~~r, i·tc·ri(·r,·q~ 
Pembentukan Daerah Oronom Kabupaten-Kabuparen 
dalarn hngkungan Dacrah Propinsi Sumatcra. Utara 
[Lembaran Negara l<epublik ndonesia Tarnrn l 956 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092}; 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan perigelolaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn 
Nias Tahun Anggaran 2015 perlu diatur ketentuan 
sistirn pt>laksanaan dan pengelolaannya: 

b. bahwa untuk tertib adrninistrasi dan memperlancar 
sistirn pelaksanaan dan pcngelolaan keuangan daerah, 
maka diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupalen 
Nias Tahun Anggaran 2015; 

c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, rnaka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pctunjuk 
Tdrn.i:s Pelaksanaan Anggaran Pen iapatan clan e ar ja 
Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015; 

BUPATI NJAS; 

Menimbang 

TENT ANG 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAR PENDAPATAlf 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN .NIAS 
TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHA.N YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI NIAS 
NOMOR 33 TAHUN 2014 

SER.I: A 

• BERITA DAER.AH 
KABUPATEN NIAS 

NOMOR: 129 



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun J 985 tentang Pajak 
Bumi clan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan. Bangunan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
3569); 

3: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang .Iasa 
Konstruksi [Lernba an Negara. Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nornor 54, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3833); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 44, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dark 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Negara Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400i~ 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern 
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 \: 



10. Undang-Undang [omor .33. Tahun :2004 tentang 
Perimbangan Ketrangan antara Pemerintah Pusat dan 

. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah [Lernbaran Negara 
Republik tndonesia Tahun 2009, Nomor J 30, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang 
Pembentukan Peraruran Pcrundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20111 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

13. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

14. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Nq,{,trf1 Republik 

· Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pernerirrtah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang N:m10r 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2000 
Nornor 63, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3955); 

16. Peraturan Pernerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelcnggaraan .Jasa Konstruksi [l.embaran Negara 
Rr.pu. Hk li1thrnesi;~ Tahun ~WOO Norn,or <A, ';\.unhnha.t-:; 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Notnor 3956}; 

l'/. Peraturan Perner irrtah Nornor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pembinaan .Ja sa Konstruksi 
[Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 
Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara RepubLik 
Indonesia Nomor 3957); 



18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

. Nornor 203, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4023); 

19. Peraturan Pemerintah Nornor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4029); 

20. Peraturari Pemerintah Nomor 24 Tafrun 2004 tentang 
Kedudukan Protokolcr dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416}, sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 4 7, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4712); 

21. Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nornor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

22. Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang 
Standart Akuntansi Pernerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 49, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

23. Peraturan Pernerintah Nornor 54 Tahun 2005 tentang 
PinjamanDaerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik fodone!S:i~ Nomor 4.574); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang 
Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4:W "); 

25. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
SEstJrn Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 



26. Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 . Nornor 139, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4;577); 

27. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

28. Peraruran Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4585j; 

29. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

30. Peraturan Pemerint.ah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nornor 2S, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tent.ang 
Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nornor 19, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

32. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi clan Pernerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

33. Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 51.65); 

.:}1. Peraruran Petnerintah Ncmcrt 43 Tarrun :2U J 4 t.entang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 terrtang Deso (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 12J, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 



E 

35. Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 ten tang 
Pengadaan Barang/ .Jasa Pernerintah, sebagairnana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedornan Pengetolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraruran Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah: 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Umum Daerah; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 
Khusus di Daerah; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pernerintahan 
Berbasis Akruai Pada Pemermtah Daeran; 

41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi .Jaminan Kesehatan 
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

43. Peraturan . Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/.Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pedornan Umum Perencanaan Pengadaan 
Barang/ -Jasa Pernerintah; 

44. Peraturan Kepala Lembaga · Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pernerintah Nomor 15 tahun 2012 
tentang Standar Dokumen Pengad==» RarangiJasa 
Pernerintah; 



45. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/ .Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 ten tang 
Pelimpahan Kewenangan Dari Pengguna Anggaran 
Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan 
Barang/Jasa Pernerintah: 

46. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor I 8 Tahun 2014 
t.entang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/-Jasa 
Pernerintah; 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan 
yang menjadi Kewenanga.n Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Nias [Lembaran Daerah Ka upatcn Nias 
Tahun 2008 Nornor 12 Seri E, Tarnbahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Nias Nomor 13); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Organiaasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Nias {Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri D, 
Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 7); 

49 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nornor 7 Tab un 
2008 tcnrang Organrsasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas 
Daerah Kabupaten Nias [Lernbaran Daerah Kabupaten 
Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lernbaran 
Daerah Kabupaten Nias Nomor 8); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nornor 8 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lernbaga 
Teknis Daerah Kabupaten Nias [Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahtm 2008 Nomor 8 Seri D, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 9}; 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nornor 9 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan 
Kelurahan Kabupaten Nias (Lernbaran Daerah 
Kabupatcn ' Nias Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, 
T~ . mbahan Lcmbsran Daerah K~-thupati::n Nk,s. Nemer 
10); 

52. Peraturan Daerah Kahupa.k:n Ni .. 'ts Nornor 10 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tc1f,1 Keria Badan 
Pelaya na n Perizman 'I'erpadu Kabupaten N ia s 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 N< mo, 
10 Seri D, Tambahan Lernbararr Da,erah Kabupatcn 
Nias Nornor 11}; 



SJ. Peraturan Dacrah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badcm 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias 
[Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 
2 Seri D, Tambahan Lernbaran Daerah Kahupaten Nias 

. Nomor 2); 
S4. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 

2011 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah [Lernbaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 
Nornor 7 Seri E, Tarnbahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Nomor 7); 

55. Peraturan Daer-ah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
Kabupaten Nias [Lembaran Da rah Kabupaten Nias 
Tahun 2011 Nornor 8 Seri A, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Nias Nomor 8); 

56. Peraturan Daerab Kabupateri Nias Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 [Lernbaran 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 5 Seri A}; 

57. Peraturan Bupati Nias Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Pcuatausahaan, Pclaporan dan Pcrtanggungjawaban 
serta Monitoring dan Evaluasi Pernberian Hibah dan 
Bantuan Sosial sebagairnana telah di ubah dengan 
Peraturan Bupari Nias Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 7 Tahun 
201?. ten tang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi 
Pemberian Hibah clan Bantuan Sosial (Betita Daerah 
Kabupaten Nias Nomor l l Seri E); 

58. Peraturan Bupati Nias Nomor 23 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan 
Pengadaan Barang/.lasa Secara Elektronik Kabupaten 
Nias [Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 
2~ Se,ri El; 

59. Peraturan Bupati Nias Nornor 35 Tahun 2013 tentang 
Sistem. dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Nias (Belita Daerah Kabupaten Nias Nornor 
215 Seri E,i; 

60. Peraturan Bup-;.;.ti Nias Nornor 34 Tahun 2013 tentang 
Pcmbentukan Unit Layanarx Pengadaan Barang/ .Jasa 
Kabupaten Nias [Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 
2013 Nomor 214 Seri E}; 



Pendahuluan, 
P.,;ngelolal:!J:\ Keuangan Do.r~. ·a.~. 
Pengadaan Barang/ .Jasa Pemerintah. 
Proses Pengadaan Barang/.Jasa yang mcmcriukan 
P snyedia Barang/uasa. 
Prnsf-$ Pengadaar, BoHu!t:;/,Jasa Se· ar,.A. EkkLr,.;01k 
Pelaksanaan Pengadaan Barangj'.Jase dengan 
8w~.k1;.lula. 

a. Bab I 
b. B~b II 
c. Bab lll 
d. Bab IV 

c. ··,ul> v 
f. Bab VT 

1. Lampiran I terdiri dari : 

Paul 2 
(1) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal I di atas, 

diuraikan dalam 9 (sembilan] larnpiran, yakni sebagai berikut : 

Pasal .l 
{1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapata.n dan Belanja Daerah 

Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015, ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati Nias ini. 

(2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kat::n-lps=i.teo. Nia~ TRh1m Anggaran 201.5, sr.hagaim~na riirnaksud pmfa 
ayat (1) tercanturn dalam Lampiran Peraturan Bupati Nias ini sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan. 

PERATURAN BUPATI NIAS TENTAifG PETUNJUK 
TEKlflS PELAKSAR.AAN ANGGARAN P~NDAPATAN DAlf 
BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 
ANGGARAN 2015. 

MEMU'rUSKAN : 

61. Peraturan Bupati Nias Nornor ,36 Tahun 2013 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerin ah Daerah Kabupaten 
Nias [Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nornor 
216 Seri E); 

62. Peraturan Bupati Nias Nomor 22 'fahun 2014 tentang 
Pembentukan Organisasi Badan Pengelolaan Kcuarrgan 
dan Aset Daerah Kabupaten Nias [Berita Daerah 
Kabupaten Nias 1'ahun 2014 Nomor 22 Seri E); 

63. Peraturan Bupati Niau Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-rah 
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor J 24 Seri A); 

Menetapkan 



3, Lsmpiran m tt:r,Hd dari : 
e, Le.m~;iran m.P-l Format Kerang ... ka Acuan i:i·fmga.d;ilr'lJi. Ban:\ .. ng, 
b. Larupu-an BU, : Format Kerarrgka Acuan Pengadaan Pekerjaan 

Konstruksi. 

Pemerintahan Umwn. 
Forrrrulir DPA-SKPD 1 (Rincian Dokumen 
Pdaksana:.m . Anggaran Pendapatan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah). 
Formulir DPA-SKPD 2. l (Rincian Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung 
Satuan Kerja Perangkat Daerah]. 
Formultr OPA-RKPn 2 ?, (Re.kapih.1.J;u~i Belanja 
Langsung berdasarkan Program dan Kegiatan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah]. 
Formulir DPA-SKPD 2.2.1 (Rmcian Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung 
rnerrurut Program dan Per Kegiatan Satuan 
Kerja Pcrangkat Daerah]. 
Pormulir DPA-SKPD 3.1 (Rincian Penerimaan 
dan Pernbiayaan Daerah]. 
Formulir nPA-SKPD 3.2 [Rincian Pengeluaran 
Pembiayaan Daerah]. 

1. Lampiran UU 

h. Lampiran II. h 

g. Lampiran U.g 

f l ampiran rt f 

e. Lampiran Jl.e 

d Lampiran II.d 

h. BabVIIJ 
i. Bab IX 

j. Bab X 
k. BabXT 
I. Bab XH 
m. BabXlll 

g. Bab VU Pola Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan 
Bara:ng/,Jasa BLUD serta Pengelolaari dan Pcm.Gin.fa.al:an 
Dana. Kapitasi .Jarninan Keaehatan Nasional pada 
Faeilitas Keseliatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Kabupaten Nia s. 
Tata Cara Pembayaran. 
Tata Cara Pcngelolaan dan Inventarrsasi Barangy.Jasa 
Milik Daerah. 
Pembiriaan, Pengend.alian dan Pclaporan, 
Pengawasan. 
Evaluaai. 
Perrutup. 

'l. Lampiran 11 terdiri dari : 
a. Lampiran 11.a Bagan Orgauisasi Kegiatan [Pelimpahan 

Kewenangan Pcngguna Anggarnn./Pengguna 
Barang). 

b. Lampiran JI.b Bagan Organisasi Kegiatan (Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang sekaligus sebagai 
Pejabat yang bertanggungjawab atas 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa]. 

c. Larnpiran II.c Formulir DPA-SKPD Urusan Wajib 



f. Lampiran VLf 

..1. uunpl..ran '."L::l 
e. Lampiran Vl.e 

b. Lampi ran VL b 
c. Lampiran Vl.c 

6. Lampiran VI terdiri dari : 
a. Lampiran VI.a Format Surat Pcrnyataan Pengajuan SPP­ 

UP /OU/TT.I. 
Format Surat Perintah Mernbayar (SPM). 
Format Surat Pengcsahan Pcrtanggungjawaban 
Bendahara Pengeluaran (SP.J Belanja]. 
Format Surat Penolakan Pcn.ctbrnu1 SFNr 
Format Surat Perrnintaan Pembayaran ang 
Persedian (SPP-UP). 
Format Surat Permintaan Pembayaran Ganti 
Uang (SPP--GU). 

5. Larnpiran V terdiri dari : 
a. Lampiran V.a Format Laporan Pendapatan BLUD. 
b. Larnpiran V.b Format Laporan Pengeluaran Biaya BLUD. 
c. Lampiran V.c Format Surat Pernyataan Tanggung .Jawab 

(SPT,J). 

Format Berita Acara Serah Terima Pertama 
Pekerjaan. 
Format Berita Acara Seral1 Terima Kedua 
Pekcrjaan. 
Format Keputusan PA/KPA tentang Sanksi 
Pencantuman Dalam Daftar Hitam. 
Format Keputusan PA/KPA tent.ang Pcnolakan 
Atas Usulan Pencantuman Dalam Daftar Hitarn. 
Format surat kepada LKPP. 
Format lampiran surat kepada LKPP. 
Format Keputusan PA/KPA tcntang Pernbatalan 
Aras Peuctapan Sanksi P1;rn.:'<t,1i:1 uuar; D<lh-i.m 
Daftar Hitarn. 
Format surat kepada LKPP untuk rnenghapus 
pencantuman Penyedia Barang/ Jasa dari 
Daftar Hitam Nasional. 

Format Kerangka Acuan Pengadaan Jasa 
Konsultansi. · 
Format Kerangka Acuan Pengadaan .Jasa 
Lainnya, 
Format Kerangka Acuan Pengadaan Pekerjaan 
Swakelo a. 
Format. Rencana Umum Pengadaan melalui 
Pemilihan Penyedia Barang/.Jasa Pemermtah. 
Format Rencana Umum Pengadaan melalui 
Swakelo!a. 

c. Lampiran Ill.c 

d. Lampiran Ill.d 

e. Lampiran IH.e 

f. Lampiran IIJ .f 

g. Lampiran 111.g 

1. LampiranIV 
a. Lampiran IV.a 

b. Lampiran IV.b 

c. Lampiran IV.c 

d. Larnpiran IV .d 

e. Lampiran IV .e 
f. Lampiran IV .f 
g. Lampiran TV.g 

h. Lampiran IV .h 



(2) La-.rnpiran I t1Jd iX sebagaimana dimaksud pada ayat (1) znerupakan satu 
kesoruao :1::1ng tidak terprsahkan dengan Peraturan Bupati Nias mi. 

•:::.. Lemplran IX terdiri dari : 
a. Larnp.inm IX ; Laporan Keu;mg~. 

'l .. Larnpiran VU terdiri dari : 
a. Lampiran vn.s : Format Berita Acara Serah Terima Barang 

Aset/ Iventaris, antara Pengguna Anggaran 
dengan Pengelola Barang Milik Daerah, 

b. Lampiran VIl.b Format Berita Acara Serah Terima Barang 
Aset/fventaria, antara Pengelola Barang Milik 
Daerah dengan Pengguna Barang Mihk Daerah. 

8. Lampiran VUJ terdiri dari : 
a. Lampiran vm.a : Format Laporan Realisasi Non Fisik dan 

Keuangan Kegiatan APBD Kabupaten Nias 
Tahun Anggaran 2015 (Belanja Langsung]. 

b. Lampiran Vlll.b format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 
Kegiatan APBD Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2015 [Belanja Langsung). 

c, Larnpiran Vlll.c Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 
Kegiatan APBD Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2015 [Belanja Tidak Langsung]. 

d. Lampiran VIIJ.d. Format Laporan Realisasi . Penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah. 

e. Lampiran VUT.iv Format Laporan Realisasi Penerimaan Pajak 
Burru dan Bangunan (PBB). 

format. Surat Permintaan Pembayaran 
Tambahan (fang {SPP-TlT}. 
Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D}. 
Format Surat Penolakan Penerbitan SPM. 
Format Tanda Terirna Pernbayaran apabila 
Kepala SKPD sekaligus selaku Pengguna 
Anggaran. 
Format Tenda Terirna Pernbayaran apabila 
Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran telah 
melimpahkan sebagian wewenangnya kepada 
Kuasa Pengguna Anggaran untuk 
menandetangani Tanda Terima Pembayaran 
yimg dibuktikan dengan · Surat Keputusan 
Bupati Nias. 
Format Ringkasan Kontrak. 
Format Surat Pertanggungjewaban Bendahara 
Pengeluaran, 

L Lampiran VI. I 
m. Larnpiran V 1. m 

k. Lampiran VLk 

g Lampiran VT.g 

h. Larnpiran VT.h 
i. Lampiran Vl.i 
j. Lampiran VI.i 
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SnRBTARJS DAERAll KABUPATER RIAS, 

_yY 
F .fYA.H'OS LAROSA 

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 16 Desember 2014 

SOKHIATULO LAOLI 

ttd 

BUPA'tl MIAS, 

Ditetapkao di Gunungsitoli Selatan 
pad a tanggal 16 Desem her 20 J 4 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah 
Kabupaten Nias. 

Pual5 
Peratnran Bur,ati Nias irn mulai berlakn sejak t~.nggal l .Ianuari 2015, 

Paaa.t.4 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias 
Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran 
Pendapat.an dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014> 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Paaal 3 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati Nias ini, akan 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Nias. 


